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LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO NAMA SOP NOMOR SOP
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
1 | PIDANA BIAGA (DEWASA) W2.U12/001/SOP/PID/IV/2021
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
2 | PIDANA ANAK W2.U12/002/SOP/PID/IV/2021
JIKA UPAYA DIVERS| BERHASIL
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
3 | PIDANA ANAK W2.U12/003/SOP/PID/IV/2021
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
T RS W2.U12/004/SOP/PID/IV/2021
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA
5 S A T oING W2.U12/005/SOP/PID/IV/2021
6 %CEZ,\T gOSES PENANGANAN PERKARA W2.U12/006/SOP/PID/IV/2021
7 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING | W2.U12/007/SOP/PID/IV/2021
8 gg&IEERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING | \\» \112/008/SOP/PID/IV/2021
9 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI W2.U12/009/SOP/PID/IV/2021
SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM
10 [ SO F R s W2.U12/010/SOP/PID/IV/2021
11 | SOP PERMOHONAN GRAS! W2.U12/011/SOP/PID/IV/2021
12 | SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN W2.U12/012/SOP/PID/IV/2021
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
13 | PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 W2.U12/013/SOP/PID/IV/2021
AYAT (2) DAN AYAT (3)
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
14 | PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 25 W2.U12/014/SOP/PID/IV/2021
AYAT (2)
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
15 | IJIN/PERSETUJUAN BESUK (PERKARA W2.U12/015/SOP/PID/IV/2021
PIDANA UMUM, TIPIKOR, DAN PERIKANAN)
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN KE
16| PENGADILAN TINGG! PASAL 20 AVAT (1) W2.U12/016/SOP/PID/IV/2021
KUHAP
SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA
17 [ S W2.U12/017/SOP/PID/IV/2021
SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN
IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
18| (PERKARA PIDANA UMUN. TIPIKOR DAN W2.U12/018/SOP/PID/IV/2021
PERIKANAN)
19 SR/FEEQPSES PENYELESAIAN PERMOHONAN |\ \112/019/S0P/PID/IV/2021
o0 | SOP PERMOHONAN IN PEMBANTARAN W2.U12/020/SOP/PID/IV/2021

PIDANA UMUM




21

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
PIDANA UMUM

W2.U12/021/SOP/PID/1V/2021

22

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PIDANA UMUM

W2.U12/022/SOP/PID/1V/2021

23

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM

W2.U12/023/SOP/PID/1V/2021

24

SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH
PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR
DAN PERIKANAN)

W2.U12/024/SOP/PID/1V/2021

25

SOP PERMOHONAN
PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANAN

W2.U12/025/SOP/PID/1V/2021

26

SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

W2.U12/026/SOP/PID/1V/2021

27

SOP IJIN BEROBAT

W2.U12/027/SOP/PID/1V/2021

28

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PEMILU

W2.U12/028/SOP/PID/1V/2021

29

SOP e SIMPONI (PERMOHONAN
[JIN/PERSETUJUAN PENYITAAN,
PENGGELEDAHAN, PERPANJANGAN
PENAHANAN, DAN PENETAPAN DIVERSI)

W2.U12/029/SOP/PID/1V/2021

DISAHKAN OLEH




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/001/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PE

RKARA PIDANA BIASA (DEWASA)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.

SOP Penahanan
SOP Permohonan ljin Pembantaran

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Perkara Pidana Biasa

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugasl Staf PP | Panmud | Panmud |[Panitera|Hakim| KPN Persyaratan/ Waktu Qutput
PTSP Pidana Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan - Berkas perkara Berkas
berkas - Checklist diterima/
perkara Tidak kelengkapan Ekspedisi
berkas 10 Cheklist yang
- Tanda bukti | menit | sudah
pelimpahan ditandatangani
perkara petugas
2 | Meneliti / - Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Y3 - Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran - - Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, - SIPP menit | nomor perkara
pencatatan - Buku register
dalam_register induk
4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas | 1 [
perkara yang 'l_l menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan L - Berkas perkara 2 Penetapan
Majelis Hakim - SIPP penunjukan
menit | Majelis/Hakim
6 | Penunjukan - - Berkas perkara penunjukan
Panitera l I - SIPP 20 PP
Pengganti
PP) menit
7 | Pencatatan - Berkas perkara Register
penunjukan - Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan menit
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register
8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas - Penetapan
perkara
kepada 5
Majelis Hakim menit
untuk dibuat
Penetapan
hari sidang
9 | Pembuatan v - g?;;:as Pem;anm
Penetapan = penahanan
hari s|dang J 10 Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada Pertama
10 | Menerima I Pen. Ekspedisi
berkas I I Penahanan
perkara dari dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses e - Berkas Perkara | Max. |- BA Sidang
persidangan g - Putusan
Bulan I'
- Berkas Perkara BA yang BA
12 ;:nyusunan L - Konsep BA sudah ditanda |harus
tangani oleh lesai
120 Hakim dan PP [sebe
Menit lum
sidang
berikut
nya

Halaman 2 dari 3




l_ Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas  [Petugas| Staf PP | Panmud | Panmud |Panitera| Hakim| KPN Persyaratan/ Waktu Cutput
PTSP Pidana | Hukum Perlengkapan
13 | Menyerahkan - Berkas Tanda terima
BA lengkap perkara penyerahan
untuk - BA lengkap 10 berkas
penyusunan - Ekspedisi R
Putusan penyerahan Wenit
; berkas
14 | Sidang g - Berkas Putusan yang
pengucapan |-1 Perkara 120 | sudah ditanda
putusan |J - Putusan Menit | tangani
Majelis
15 | Pembuatan ¥ - Berkas Petikan
petikan - Perkara 30 | pytusan
putusan l_} - Putusan Menit
16 | Penyampaian - Petikan - Ekspedisi Peny
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima |ampai
salinan dikirim penyampalan |an
putusan kpd 120 petikan/ Petik
Penyidik, JPU, Men salinan an
Terdakwa dan it putus
Lapas [ an
1x24
jam
17 | Menyerahkan L - Berkas Tanda terima
berkas perkara penyerahan
perkara / LI - Cheklist 15 | berkas
Minutasi ::::gkapan Menit
- Buku
Ekspedisi
18 | Menginput - Pulusan 30 Amar dan
amar dan |J | - SIPP Menit |tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
19 | Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
pertimbangan ‘I'_I Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- | | - Putusan e-doc putusan
doc kedalam - SIPP lengkap
SIPP
20 | Menginput - SIPP Data terinput
tanggal - Buku Register ke sipp dan
minutasi pada Ej 10 tercatat di
SIPP dan register
dicatat dalam Menlt | ranual
register
manual
21 | Menyerahkan - Berkas -BA Penyerahan
berkas ke Perkara yang berkas
Panmud 3 sudah 10  |-Arsip perkara
Hukum Berkekuatan menit
Hukum tetap
- Cheklist

Halaman 3 dari 3



MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/002/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

SOP Penahanan Perkara Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Register Perkara Pidana Anak
Register Diversi

aroON=

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Pelak _Mutu Baku
No Aktivitas Panmud |Panmud Persyaratan / Ket.
PTSP Staf | PP Pidana | Hukum Panitera| Hakim | KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan - Berkas perkara + Berkas
berkas perkara - Checklist diterima/
kelengkapan w0 Ekspedisi
Tidak berkas il Cheklist yang
- Tanda bukti ment| s.dah ditanda
pelimpahan tangani
perkara petugas
2 | Meneliti - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Ya =/ > - Cek List Lengkap/
berkas perkara N kelengkapan 5 tidak lengkap
termasuk berkas menit|- tanda terima
barang bukti pelimpahan
berkas
3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomaran | l - Koneksi LAN 20 diberikan
perkara, SIPP it| nomer
pencatatan - Buku register e perkara
dalam register induk
induk {manual)
4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas perkara > [ 1 10
yang sudah - | menit
lengkap
5 | Penunjukan - Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis - SIPP 20 | penunjukan
Hakim menit| Majelis/Hakim
6 | Penunjukan L - Berkas perkara penunjukan
Panitera 'J| ] - SIPP 20 | pp
Pengganti (PP) menit
Pencatatan - Berkas perkara Register
7 | penunjukan . - Penetapan Manual
Hakim/Majelis penunjukan 5
Hakim dan PP Hakim/Majetis inenit
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register Induk
Manual
8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
kepada
Hakim/ajelis 5
Hakim untuk
dibuat ]
penetapan
penahanan jika
diperiukan
9 | Pembuatan " - Berkas 10 Penetapan
Penetapan H - SIPP Menit penahanan
10 |Menerima berkas - Pen. Ekspedisi
perkara dari 4 Penahanan
Hakim/Majelis | dan Hari
hakim dan Sidang
menyerahkan 5
penahanan et
|kepada staf untuk
dikirim ke PU dan
dicatat kedalam
ister induk
11 | Melaksanakan Berkas perkara - BA Pelaksana
upaya Diversi Undangan Pelaksanaan pn Diversi
bagi yang kepada pihak Diversi maksimal
memenuhi terkait I Kesepakatan [7 hari
syarat yang {pembimbing Diversi jika
ditentukan kemasyarakatan, | 120 | berhasil
pekerja sosial Menit
profesional,advo
kat, orang tua,
tokoh
masyarakat)

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No| Aktivitas Petugas Panmud |Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf Pidana | Hukum Panitera| Hakim | KPN Perlengkapan Waktu Output
12 | Laporan - Laporan Laporan dan [lika tidak
hakim - BA permohonan perhasil
fasilitator Pelaksanaan diversi maka hakim
kepada KPN dan membuat
dan kesepakatan | 10 penetapan
permohonan Diversi Menit hari sidang
penelapan dan
jika upaya pemeriksaan
diversi Hilanjutkan
berhasil
13 | Pembuatan - Pemnohonan Konsep |Panitera
konsep penetapan Penetapan  |dapat men
penetapan diversi Diversi delagasi kan
diversi - Berkas ke Panitera
r perkara 30 Muda Pidana
Ej - Kesepakatan | Menit
Diversi
- Konsep
Penetapan
Diversi
14 | Penandatang - Konsep Penetapan
anan Penetapan Diversi
penetapan Diversi 10
diversi Menit
15 | Pengiriman | - Penetapan Tanda Apabila hasil
salinan Diversi Terima kesepakatan |
penelapan - Buku pengiriman | diversi tidak
diversi 3 Ekspedisi €0 | salinan dilaksanakan
kepada pihak E Menit| penetapan |maka
terkait perkara bisa
dibuka
kembali
16 | Arsip perkara - Berkas BA
perkara penerimaan
l ' - Penetapan 10 | arsip di
diversi menit| kepaniteraan
- Buku hukum
Ekspedisi

Halaman 3 dari 3



MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/003/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Penahanan Perkara Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Pelaksana _ Mutu Baku
No| Aktivitas |Ptgs | Staf | PP | Panmud Panmud [Panitera |Hakim | KPN Persyaratan/  |Waktu Output Ket.
PTSP Pidana| Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan Berkas perkara Berkas diterimal|
berkas Checklist Ekspedisi
perkara ) kelengkapan Cheklist yang
( _} Tidak berkas 10 | sudah
+ Tanda bukti menit | ditandatangani
pelimpahan petugas
perkara
2 | Meneliti | Berkas Perkara | Berkas
kelengkapan Ya =/ > L Cek List Lengkapitidak
berkas N kelengkapan 5 | lengkap
perkara berkas menil | tanda terima
termasuk pelimpahan
barang bukti berkas
3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran D - Koneksi LAN diberikan
perkara, SIPP 3p | nemor perkara
pencatatan I Buku register it
dalam induk men
register
induk
(manual)
4 | Menyerahkan | Berkas Perkara Ekspedisi
berkas :l 1 3
perkara yang L
siidah menit
lengkap
5 | Penunjukan Y_ | Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis L SIPP 20 | penunjukan
Hakim menit) Majalis/Hakim
6 | Penunjukan . 4 | Berkas perkara penunjukan
Panitera 1 I + SIPP 20 | PP
Pengganti menit
(PP) ‘
- Berkas perkara Register
7 | Pencatatan - Penetapan Manual
penunjukan penunjukan
HakimMajelis Hakim/Majelis 5
Hakim dan PP Hakim dan PP. ment
ke dalam 3
Buku Regi l I
Induk
{Manual)
8 | Penyerahan | Berkas perkara Ekspedisi
berkas I Penetapan
perkara L
kepada 1
Hakim/Majelis L] mssm.t
Hakim untuk
dibuat
penahanan
jika ada
9 | Pembuatan | Berkas Penetapan
Penetapan j |- SiPP 10 penahanan
Menit| D27 :
Penetapan Hari
Sldang_Perwﬂ!
10 | Menerima v L Pen. Penahanan Ekspedisi
berkas I 1 dan Hari Sidang
perkara dari
Hakim/Majelis
hakim dan
mengirim 5
penetapan ;
kepada staf s
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 |Melaksanakan o | Berkas perkara BADiversi | Pelaks
upaya Diversi ﬂ | Penetapan/Penunj Tidak Berhasil | anaan
bagi yang ukan fasilitator Diversi
memenuhi dalam hal Majelis | 120 maksi
syarat yang hakim Menit mal 7
ditentukan hari

Halaman 2 dari 3




Pelak Mutu Baku
Aktivitas Ptgs | Staf | PP |Panmud|Panmud| Panitera [Hakim| KPN Persyaratan/  |Waktu Output Ket.
PTSP Pidana| Hukum Perlengkapan
Pembuatan I Berkas perkara Konsep
konsep L ATK 10 | penetapan
penetapan menit| hari sidang
hari sidang
Penandatan v [ Konsep Penetapan
ganan penetapan hari 5 hari sidang
penstapan sidang it
hari sidang L ATK mor
Melaksanakan - Berkas Perkara Max. | - BA Sidang  |Disesual
proses I 2 | - Putusan kan
persidangan Bulan |dengan
dan masa
15 tahanan
hari anak
Penyusunan - Berkas Perkara BA yang BA harus
BA L Konsep BA sudah ditanda |selesai
h 4 120 | tangani oleh  |sebelum
r-l Menit| Hakim dan PP [sidang
|nya
Menyerahkan L - Berkas perkara Tanda terima
BA lengkap E—l - BA lengkap penyerahan
untuk L Ekspedisi 10 | berkas
penyusunan penyerahan berkas | Menit
Putusan
Penyusunan L - Berkas perkara Konsep
konsep - BA lengkap 120_ putusan
putusan L ATK. menit
Sidang - Berkas Perkara Putusan yang
pengucapan + Putusan 120 | sudah ditanda
putusan Menit| tangani
Msjelis
Pembuatan 8 | Berkas Perkara Petikan
petikan -1 - Putusan 30 | pytusan
putusan I_l Menit
Penyampaian _ Petikan Putusan Ekspedisi Peny
petikan dan dan salinan | Tanda lerima | paian
salinan [ putusan Siap penyampaian |Petikan
putusan kpd r h dikirim 120 | petikan/ putusan
Penyidik, Menit| salinan 1x24 jamn|
JPU,
Terdakwa dan
Lapas
21 | Menyerahkan y - Berkas I?ar::ra Tanda tehrlma
Minutasi | I - Buku Ekspedisi .| penyerahan
perkara Menl perkas
22 | Menginput L 4 I Putusan 30 Amar dan
amar dan I~ | L SIPP Menit | tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam
SIPP
23 | Menginput + Pertimbangan 60 Pertimbangan
pertimbangan ‘LI Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- | | - Putusan e-doc putusan
doc kedalam L SIPP lengkap
SIPP
24 | Menerima L - Berkas perkara Checklist
Minutasi [ L', [ Chekist 20 | sudah ditanda
perkara dari kelengkapan menit| tangan
PP berkas panitera muda
pidana
25 | Menyerahkan - Berkas Perkara I BA Penyerahan
berkas ke 3 yang sudah 15 berkas perkara
Panmud (__L) Berkekuatan ment| Arsip perkara
Hukum Hukum tetap
- Cheklist

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/004/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

SOP Penanganan Meja Pengaduan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Singkat

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Singkat

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud| Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP Pidana | Hukum Panitera | Hakim | KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan Berkas perkara Berka
berkas perkara (" )¢ 2 _ Chackiiat berkas | 10 | terimas
Perkara mentt | Eyspadisi
2 | Meneliti Ya - Cek List berkas Berkas
kelengkapan perkara 5 Lengkap
berkas perkara menit
3 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas perkara msanit
4 | Penunjukan f_ |-Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim HI_-I mi?'- " Mpem]mmjulm.“
3]
5 | Penunjukan IJ - Berkas perkara penunjukan
Panitera 1 I - Penetapan 20 | PP
Pengganti (PP) Iﬂel;l‘tl.lrl]l.lk!ﬂ menit
akim
6 | Penyerahan Ll - Berkas perkara 5 Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan menit
- I’;sgada Hakim SoreEen -
roses - as ara -
persidangan r - terdakwa,Saksi | 120
dan Barang Menit
Bukti len
8 | Input data - SIPP 20 Setelah
SIPP dan L -Register Induk |Menit |-Tercatatnya |sidang
Penomoran 1 Perkara Pidana dalam SIPP | pertama
perkara, Singkat dan Register
pencatatan induk Perkara
dalam register Pidana
induk Singkat
manual
8 | Penyusunan - - Berkas perkara Putusan Putusan
Putusan dan - Konsep Putusan dan BA menjadi
BA Sidang - Konsep BA 120 bagian
Menit dari
berita
acara
10 | Pembuatan - Berkas Perkara a0 Petikan
petikan - Putusan il Putusan
putusan
11 | Penyampaian - Petikan Putusan Tanda terima | Penyam
petikan dan Siap dikirim penyampaian | paian
salinan 3 - Buku Ekspedisi petikan Petikan
putusan kpd | putusan
Penyidik, JPU, 120 1x24
Terdakwa dan Menit jam
Lapas dan
Minutasi
berkas
perkara
12 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda
Minutasi I I - Buku Ekspedisi 15 | terima
perkara Menit penya;ahan
13 | Menginput [JF + Putusan PT :l.;nit Amar dlan
amar dan - SIPP tanggal
tanggal J putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
14 | Menginput L Pertimbangan 60 |Pertimbangan
pertimbangan L..I Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- - Putusan PT e-doc putusan
doc kedalam - SIPP lengkap
SIPP
15 | Menerima - Berkas perkara cun:c:r:ia ;
minutasi ‘Ll - Cheklist 20 sudal nda
erkara dari kelengkapan tangan
P 3 berkas menit| panitera muda
idana
16 n " - Perkara sudah - Berita acara
berkas ke berkekuatan 15 | penyerahan
Panmud hukum tetap menit| berkas
Hukum Cheklist - Arsip perkara

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/005/SOP/PID/1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

SOP Kepaniteraan Pidana

Komputer
Printer

hPON~

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

2.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib
administrasi tidak tercapai

Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ket.
Petugas Panmud | Panmud Persyaratan/
PTSP Staf PP Pidana | Hukum Panitera| Hakim KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan -Berkas perkara Berkas
berkas _) LA -Checklist berkas diterima/
perkara dari Perkara 10 Ekspedisi
penyidik menit
2 | Meneliti Ya -Cek List berkas Berkas
kelengkapan perkara 5 Lengkap
berkas menit
perkara
3 | Menyerahkan -Berkas Perkara Ekspedisi
berkas | mesnﬂ
perkara
4 | Penunjukan |-Berkas perkara Penetapan
Hakim 20 penunjukan
mentt | Hakim
5 | Penunjukan -Berkas perkara penunjukan
Panitera Il -Penetapan 0 |PP
Pengganti " penunjukan
5 menit
(PP) Hakim
6 | Penyerahan i -Berkas perkara Ekspedisi
berkas L. -Penelapan H
porkara menil
kepada Hakim
T | Proses I_.! |-Berkas Perkara
persidangan -terdakwa, Saksi 120 |- Putusan
dan Barang Bukti| Menit
lengkap
8 | Input data * -SIPP 10 | Data terinput [Pencalat
SIPP dan ‘L| -Register Induk  |Menit [ 3 SEF,PP an
Penamoran | Perkara Pidana 55 :;‘; reatat [lilakukan
perkara, Cepat dalam setelah
pencatatan Register perkara
g‘a:z'r‘n register induk Purkmpulus
Pidana Cepat]
{manual)
9 | Pengisian f -Berkas perkara Putusan
Blangko - -Blangko Putusan [ 30
Putusan
10 | Penyampaian -Salinan Putusan Tanda terima
Salinan -Buku Ekspedisi penyampaian
putusan 1 4 Salinan
kepada putusan
Penyidik, JPU, 60
Terdakwa dan Menit
Lapas dan
Minutasi
berkas
perkara
11 mamghkan --Bc;;k;:_s tpelkana gm:
in - s
15
perkara kelengkapan penyerahan
berkas Menit | perkas
-Buku Ekspedisi
12 | Menginput p - Putusan 30  |Amardan
amar dan r L SIPP Menit |tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
13 | Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
ge:imb:ngan ﬁ_ :uurum Menit r-l.::l:m dan
ukum dan e- + Putusan
doc kedalam | sIPP rutusan
SIPP _ engkal
14 | Menginput - SIPP Data
tanggal L 4 - Buku terinput ke
minutasi pada [:j Register 1o | siepdan
SIPP dan Menit tercatat di
dicatat dalam register
register manual
manual
15 | Menyerahkan -Perkara sudah -Berita acara
berkas ke . berkekuatan 40 | penyerahan
Panmud hukum tetap dent berkas
Hukum perkara .
-Arsip perkarg

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/006/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
LLAJ

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 12
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Komputer
Printer

hPON~

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

2.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib
administrasi tidak tercapai

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

Halaman 1 dari 2




ligm Pelaksana Mutu Baku
No| Aktivitas gas|  Staf PP | Panmud | Panmud | Panitera| Hakim | KPN | Persyaratan/ |Waktu| Output | Ket.
PTSP Pidana | Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan - Berkas Berkas
berkas (D) Tidak perkara Lalu diterima
perkara Lalu Y lintas 5
lintas dari - Soft Copy menit
penyidik berkas
2 | Meneliti Ya / - Berkas Berkas
Kelengkapan perkara Lalu 5 lengkap
Berkas lintas Menit
- Soft Copy -
[ berkas
3 | Menyusun - Berkas Berkas
berkas dan perkara N menit A lengkap
Melapisi - ATK berkas | dengan
berkas dengan perkara| karbon
kertas karbon
4 | Penetapan y | - Berkas Penetapan
Penunjukan perkara 20 |penunjukar|
Hakim - Konsep menit |Hakim
penetapan
5 | Penunjukan - Berkas penunju
PP e per 20 | kan PP
- Konsep menit
penetapan
6 | Persidangan - Berkas 15 | Putusan [Tanpa
pengucapan % perkara Menit dihadirl
putusan I terdakwi
7 | Input putusan - ATK 120 | Terinput
perkara tilang - SIPP Menit | ke
di SIPP dalam
SIPP
8 | Mengumumkan - Salinan 60 | Putusan
denda tilang di v Putusan Menit | terpublik
papan E - ATK asikan
pengumuman - Website.
dan website
9 | Mengirimkan - Salinan 120 [Tanda
salinan putusan Menit |terima
putusan dan - barang bukti pengiri
barang bukti - Buku Salinan
ke Kejaksaan Ekspedisi putusan
dan BB
10 | Penerimaan i - Putusan 5 Tanda
putusan L] Perkara tilang | Menit | terima
perkara tilang E_l - Buku
Ekspedisi
11 | Pengarsipan - Putusan 5 | Berita
4 Perkara tilang | Menit | Acara
d - Buku penyerah
Ekspedisi an
putusan
b Arsip

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/007/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

1.
2.

S1
SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.Il.
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian
Perkara
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
10. Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana | 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Biasa 2. Komputer
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana | 3. Printer
Singkat 4. Buku Register Induk Perkara Pidana
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana | 5. Buku Register Perkara Pidana Banding

Anak

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3

Wakil Ketua PN Gunungsitoli




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas |  staf/ Panmud| Persyaratan/ Ket.
PTSP Mejall | Pidana | JS!JSP | Panitera | KPN Psﬂampm Waktu |  Output
1 Menerima - Berkas perkara Persyaratan
Pemmohonan l }— + Putusan 10 Pemohonan
Banding L ATK menit | Banding
I Surat Kuasa (jika lengkap
ada
2 | Membuat Akta Y | Berkas perkara Konsep
Pernyataan E}M + Putusan 10 Akta
Banding - SuratKuasa (ka |y | Pemyataan
ada) Banding
- ATK
3. | Mengoreksi Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta Putusan Akta
Ya | [ Konsep Akta 10 Pemyataan
Pemyataan Menit | Banding
Banding yang telah
F ATK diparaf
4. | Menandatang - Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta | Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan I Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyataan 10 akta
Banding yang telah Menit setelah
diparaf pemohon
menanda
tangani
akta
5 | Input data 5 + Akta Pernyataan Data
Permohonan ﬂ Banding Banding
Banding di L Putusan 15 terinput di
SIPP dan - ATK | SIPP dan
dicatat dalam L siPP menit | tercatat
register - Register dalam
register
6 | Membuat - Berkas Perkara Konsep
ran L L Putusan Laporan
Banding I I I» Akta Pernyataan 30 | Permohonan
Banding menit | Banding ke
F ATK Pengadilan
5 Tinggi
T enandatang A Konsep Laporan Laporan
xi I:poran lrJ I Permahun;n 5 Bai:tding
nding Banding ke Menit
Pengadilan Tinggi
8 | Mengirim I Laporan Tanda bukti | Kirim lewat|
Iéa;;l};r_an v :err:ohannn 10 pengiriman Eos cibﬂFn
ing E_I anding menit mail/Fax
- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan I Akta Permohonan Refaas
Pernyataan 4 Banding 60 pemberitahual
Banding I_j L ATK menit | n banding
Surat tugas
10 | Input " - Relaas Data
Pemberitahuan |—j pemberitahuan terinput
Banding di banding 10 dalam SIPP
SIPP dan + ATK menit | dan tercatat
dicatat di SIPP dalam
ister Reaqister register
11 | Menerima ‘L.‘ Memori fkontra Memorifkont
r;r;jumkuntm I [ banding ra banding
ng I Sofcopy lengkap
memori/kontra m:nLi dibuat
memori banding rangkap
L ATK sesuai
| Register kebutuhan
12 | Membuat Memori /kontra Konsep
AktaTanda ﬁ . Tidak banding a0 akta tanda
terima Memori — F ATK menit | terima
fkontra | Register memori
Banding band
13 | Penandatangan I Konsep akia tanda Akta tanda Setelah
an akta Ya terima memori 10 terima di paraf
penerimaan . fkontra banding menit | memori oleh
memori fkontra - ATK fkontra Panmud
banding banding | Pidana |
14 | Input -Akta tanda terima Data
penerimaan memorifkontra terinput di
Memori /kontra banding 10 SIPP dan
Banding ke -Memori /kontra mentt tercatat di
SIPP dan banding register
dicatat dalam -5IPP
register -register

Halaman 2 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud] Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja I Pidana | YS{JSP | Panitera | KPN Per e{gkapm Waktu | Output
15 | Pemberitahuan Akta tanda Relaas
dan Penyerahan Q terima  /kontra pemberitahuan|
Memori /kontra 'Ij memori 18 an
Banding serta L banding menit ipenyerahan
input relas Memori/kontra memori/kontra
pemberitahuan banding banding
- ATK
16 | Pencatatan - Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitah
o dan uan dan
= penyerahan penyerahan
memori fkontra memori
banding 10 | /kontra
- Register menit | banding
- SIPP terinput
- ATK dalam SIPP
dan tercatat
dalam
register
17 | Mempelajari 'J - Berkas perkara Akta telah
Berkas i I - putusan 15 mempelajari
Perkara menit | berkas
perkara
18 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep
membuat LL (bundel A dan surat
Surat I I bundel B) 50 pengantar
Pengantar - Softcopy it pengiriman
Pengiriman putusan e berkas
berkas - ATK banding
banding
19 | Menanda Konsep surat Surat
tangani Surat pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas pengiriman
Pengiriman banding 10 berkas
berkas menit | banding
banding yang sudah
ditanda
tangani
20 | Mengirim - Berkas perkara Tanda bukti | Paling
berkas (bundel A & 60 pengiiman | lambat
Banding bundel B) qriGHil berkas
- surat pengantar dikirim
- ATK 14 hari
21 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman terinput di
SIPP dan berkas banding 10 SIPP dan
mencatat - Register menit | tercatat di
dalam register - SIPP register
- _ATK
22 | Arsip berkas - Putusan Arsip
perkara 4 - akta-akta tersimpan
banding di ( ' - memori dan 10 sebagai arsip
simpan di kontra memori | menit | aktifdi
arsip aktif banding Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/008/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan
Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana
Banding

aokhwN=

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelak Mutu Baku Ket.

No Aktivitas as Staf/ Panmud Persyaratan/

PTSP Meja Il Pidana JS /JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output

1 | Menerima -Berkas perkara Persyaratan
Pemnchonan -Putusan Permochonan
Banding -ATK Banding

-Surat Kuasa (jika 10 lengkap
ada) menit
-Tenggang waktu

banding 3 hari kerja

setelah putusan

2 | Membuat Akta 4 -Berkas perkara Konsep

:rnndsirataan E}M -Putusan 10 | Aa
ng -Surat Kuasa (jlka Menit Pernyataan
ada) Banding
-ATK
3. l&-lengo:fksi -Berkas Perkara Konsep
an Paraf Akta -Putusan Akta
Ya | S -Konsep Akta 10 | Pernyataan
Pernyataan Menit | Banding
Banding yang telah
-ATK diparaf

4. | Menandatang -Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta -Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan -Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyataan 10 akta

Banding yang telah Menit setelah

diparaf pemohon
menanda
tangani
akla

5 | Input data Ll -Akta Pernyataan Data
Permohonan ir Banding Banding
Banding di -Putusan 15 terinput di
SIPP dan -ATK il SIPP dan
dicatat dalam -SIPP tercatat
register -Register dalam

register
[] tﬂembunt v -Berkas Perkara Konsep
aporan -Putusan Laporan
Banding I —Lr -Akta Pernyataan 30 Permohonan
Banding menit | Banding ke
-ATK Pengadilan
Tinggi

7 | Menandatang . -Konsep Laporan Laporan
ani laporan | P h 5 Banding
banding ] Banding ke Menit

Pengadilan Tinggi

& | Mengirim -Laporan Tanda bukli | Kirim lewat
Laporan L‘ Permohonan 10 pengiriman | Pos dan
Banding Banding : Email/Fax

ATK menit
-Buku ekspedisi

9 | Pemberitahuan -Akta Permohonan Relaas
Pemyataan ]_J Banding 60 pemberitahua
Banding I -ATK menit | nbanding

-Surat tugas

10 | Input v -Rafa::nt n g:t:m
Pemberitat pemberitahuan i
Banding di D banding 10 dalam SIPP
SIPP dan -ATK fianl dan tercatat
dicatat di -SIPP dalam
register -Register register

11 | Menerima v -Memori /kontra Memorikont
Memorifkontra I - banding ra banding
banding -Sofcopy 5 lengkap

memoarifkontra mentt dibuat
memeori banding rangkap
-ATK sesuai
-Register kebutuhan

12 | Membuat v -Memori /kontra Konsep
AktaTanda E_IJ Tidak banding 3g | 3kta tanda
terima Memori — -?!:;is hank hﬂmaﬁ
Jkontra - ter mema
Banding banding _

13 | Penandatangan -Konsep akta tanda Akta tanda Setelah
an akta terima memori 10 terima di paraf
penetimaan T4 <\ fontra banding | o | memen olch
memori /kontra -ATK Ikontra Panmud
bandm banding Pidana

14 | input -Akta tanda terima Data
penerimaan L memeori/kontra terinput di
Memori banding SIPP dan
Kkontra -Memori /kontra 10 tercatat di
Banding ke banding menit | register
SIPP dan -Sipp
dicatat dalam -register

ister

Halaman 2 dari 3




" " Pelaksana Mutu Baku Ket.
o ktivi
ol |2~ j;‘: it |Fanmud | 5/ | Panitera | KPN ::H’:m Waktu | Output
15 |Pemberitahuan “Akta tanda terima Relaas
n Penyerahan /kontra  memori pemberitahuan
Memori /kontra .;Ij banding 15  |dan
Banding serta |- -Memorifkonira menil |penyerahan
input relas banding memori/kontra
jpemberitahuan -ATK bandin:
16 | Pencatatan -Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitah
. dan penyerahan dan
B memori  /kontra penyerahan
banding 10  |memori /kontra
-Register menit [banding
-SIPP terinput dalam
-ATK SIPP dan
tercatat dalam
register
17 | Mempelajari IJ -Berkas perkara Akia telah
Berkas I -putusan 15 |nempelajari
Perkara menil |perkas perkaral
18 | Menyusun dan -Berkas perkara Konsep surat
membuat r (bundel A dan pengantar
Surat l -ll bundel B) 50 [pengiriman
Pengantar -Softcopy putusan menit [PeTkas
Pengiriman -ATK banding
berkas
banding
19 | Menandatang Konsep surat Surat
ani Surat pengantar Ipengantar
Pengantar pengiriman berkas 10 pengiriman
Pengiriman banding it berkas
berkas e banding yang
banding sudah
itandatangani
20 | Mengirim [ -Berkas perkara anda bukti Paling
berkas (bundel A & 60 pengiriman lambat
Banding bundel B) ol berkas
-surat pengantar dikirim
-ATK 14 hari
21 | Input Surat -surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman berkas rinput di
SIPP dan banding 10 |SIPP dan
mencatat -Register menit [tercatat di
dalam register -SIPP register
-ATK
22 | Arsip berkas -Putusan (Arsip
perkara -akta-akta ltersimpan
banding di ‘ ’ -memori dan kontra 10 |sebagai arsip
simpan di memori banding menit |aktif di
arsip aktif Kepaniteraan
|:'idana

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/009/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.1.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/PK

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana Kasasi

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan
tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall | Pidana | YS/YSP | Panitera | kPN | pAVEICER | Wektu | Output
1 | Menerima - Berkas perkara Persyaratan |Dokumen
Permohonan - ATK Permmohonan| elektronik
Kasasi ‘ }— - Surat Kuasa Kasasi sebagai
(iika ada) 10  |lengkap mana
menit dimaksud
dalam
SEMA
No.1/2014
® e | [
Kasas| r’ elektronik 10 | Pernyataan
Surat Kuasa | Menit | Kasasi
(jika ada)
ATK
3. | Mengoreksi dan Berkas Perkara Konsep
Paraf Akta Dokumen Akta
pernyataan Ya J 7 elektronik 10 Pernyataan
kasasi - Konsep Akta | ., it Kasasl yang
Pernyataan o telah diparaf]
Kasasi
- ATK
4. | Menandatangani - Berkas Perkara Akta Panitera
Akta Pernyataan . - Dokumen Pernyataan | menanda
Kasasl elekironik Kasasi tangani
- Konsep Akta | akta
Pernyataan Menit setelah
Kasasi yang pemohon
telah diparaf menanda
tangani
akta
5 | Input data - Akta Data
Permohonan ¥ Pernyataan Kasasi
Kasasi di SIPP E-I Kasasi 15 terinput di
dan dicatat - Dokumen menit SIPP dan
dalam register elektronik tercatat
- ATK dalam
- ister register
8 Membuat - Berkas Perkara Konsep
Laporan Kasasi - Dokumen p
L A elektronik a9 |Pemohonan
| J - Akta menit Kasasi ke
Pemyataan Mahkamah
Kasasi Agung
- ATK
7 | Menandatangani - Konsep I;;pr:rsn
laporan kasasi r Laporan yataan
'JI I Pemmohonan 10 Kasasi
Kasasi ke Menit
Mahkamah
Agung
B | Mengirim v - Laporan Tanda bukti | Kirdm
Laporan o | Pernyataan pengiriman | lewat Pos
Pemyataan L] Kasasi 30 dan
Kasasi - Barcode menit Email/Fax
- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan I - Akta Relam;:m
Pemyataan pemnyataan pe
Kasasi "Jl | Kasasi ot | huan
- Surat tugas kasasi
- ATK
10 | Input . - Relaas Data
Emaréla;lt;:; L| ml;nb?ritahuan :;:'I:put
asasi di Ll asi m
dan dicatat d - S . SIE dan
ister - ister ercatat
- - ATK dalam
register
11 | Menerima 3 Memori kasasi Memori
Memori /kontra l‘j Register kasasi
memori Kasasi - Softcopy lengkap
memori kasasi 5 dibuat
- ATK menit | rangkap
sesual
kebutuhan

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/
PTSP | Mejall | Pidana | JS/JSP | Panitera | KPN | oo okapan | Waktu |  Output
12 | Membuat - Memori kasasi Konsep akta
AktaTanda - softcopy memori tanda  terima
terima Memori/ kasasi 30 | memori kasasi
kontra memori " Tidak - Register menit
Kasasi " -ATK
13 Pemla‘ndatungan - Konsep akta tanda Akta tanda
an akta terima memori terima memeori
penerimaan Ya kasasi mL?ﬂ kasasi
memori / kontra G
memaori kasasi
14 | Input - Akta tanda terima Data terinput di
penerimaan memori kasasi SIPP dan
Memori Kasasi E_r' - Memori kasasi 10 |tercatat di
ke SIPP dan - SIPP menit | register
dicatat dalam - Register
register
16 | Pemberitahuan - Akta tanda terima Relaas
dan memorni kasasi 45 |pemberitahuan
Penyerahan :l I - Memori kasasi menit dan
Memori / kontra = L ATK penyerahan
memori Kasasi memori kasasi
16 | Input Relaas - Relaas Data
Pemberitahuan pemberitahuan dan pemberitahuan
dan rL penyerahan memori dan
Penyerahan — kasasi 10 penyerahan
Memori / kontra - ATK memori kasasi
memori Kasasi - Register ment | terinput dalam
di SIPP dan - SIPP SIPP dan
dicatat di tercalat dalam
register register
17 | Pemberitahuan - Blanko Relaas
untuk :L I pemberitahuan 80 pemberitahuan
mempelajari untuk mempelajari menit untuk
berkas kepada berkas mempelajari
pihak-pihak berkas
18 | Input Relaas - Relaas Data terinput
untuk pemberitahuan dalam SIPP
mempela|ari untuk mempelajari 10 dan tercatat
berkas di SIPP berkas menit dalam register
dan dicatat - Register
dalam register - SIPP
- ATK
19 | Mempelajari IJF - Berkas perkara 10 Akta telah
Berkas Perkara i I - dokumen elektronik menit mempelajari
berkas perkara
20 | Mengupload - dokumen elektronik Dokumen
dokumen - SIPP MA elektronik
elektronik dalam 30 |terupload
direktori menit |dalam direktori
dokumen dokumen
elektronik elektronik MA
21 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat (bundel A dan a0 pengantar
Pengantar < Tidak bundel B) fanit pengiriman
Pengiriman = - :grl;(code bkgﬂMm: kasasi
berkas kasasi -
22 | Penandatangan Konsep surat Surat
an Surat Ya s pengantar ; pengantar
Pengantar i pengiriman berkas 10 |pengiriman
Pengiriman kasasi menit |berkas kasasi
berkas kasasi yang sudah
ditandatangani
23 | Mengirim - Berkas perkara Tanda bukti Paling
berkas Kasasi (bundel A & bundel pengiriman lambat
- :.)lral pengantar &0 it gﬁm
- barcode e 14 hari
- Softcopy berkas
- ATK
24 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di
SIPP dan kasasi 10 |SIPP dan
mencatat dalam - Register menit |tercatat di
register - 2!I?KP register
25 | Arsip berkas - dokumen elektronik Arsip
perkara kasasi h 4 - akta-akta tersimpan
di simpan di ‘ ) - memori dan kontra 10 sebagali arsip
arsip aktif memori kasasi menit | aktif di
Kepanileraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/010/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung R.I.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK

Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Register Perkara Pidana PK

Pob~

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas | Petugas | Staf/ [Panmud| JS/ [ Panit [ Persyaratan/ | Waktu | Output | Ket.
PTSP | Mejall | Pidana| JSP | era | PP | Hakim | KPN | pgpengkapan
1 | Menerima - Pemmohonan Permmohonan
Permohonan ( }— Peninjauan PK perkara
dan memori Kembali pidana
surat  kuasa m'aﬂnit
(jika ada)
- ATK
- Soficopy
2 | Membuat Akta - permohonan Konsep Akta
Pernyataan Ej..m PK |pernyataan
PK pidana - ATK 10 |PK pidana
Menit
3. | Mengoreksi - permohonan Konsep akta
dan Paraf Akta va |~ [ mm“ga -
'\ - Konsep akta | 10 |PK pidana
pernyataan Menit |yang diparaf
PK pidana
ATK
4. | Menanda - Konsep akta IAkta
tangani Akta pemyataan 10 [pemyataan
Pernyataan PK PK  pidana Menit PK Pidana
yang di paraf
- ATK
5 | Input data - Akta Data terinput
Permohonan pemyataan i SIPP dan
PK di SIPP v PK Pidana ercatat
dan dicatat E-] Ya - Pemchonan 10 |dalam
dalam register PK menit [register
1 - Register
- SIPP
- ATK 5
6 | Meneliti y - Berkas Berkas
kelengkapan T ) N Perkara yang |perkara
berkas NS diajukan PK 30 |Lengkap
perkara yang - Akta manik
diajukan PK pemyataan
PK
-_Memori PK
7 | Penunjukan - Berkas E’enetapan
Hakim/Majelis Perkara yang |penunjukan
Hakim melalui diajukan PK |majelis hakim
SIPP - Akta 20 |terinput
pemyataan menit |dalam SIPP
PK
- Memori PK
- _SIPP
B | Penunjukan L - Berkas Penetapan
PP melalui I"j Perkara yang penunjukan
SIPP diajukan PK PP terinput
- Akta 20 |dalam SIPP
pemyataan menit
PK
- Memori PK
- SIPP
8 | Mencatat - Berkas Data telah
penunjukan Perkara yang tercatat
majelis hakim diajukan PK dalam
dan PP dalam - Akta 4o [Reaister
register pernyataan
g K menit
- Memori PK
- Register
- ATK
10 | Menerima - ~ Berkas Tanda terima
penyerahan Ej Perkara yang penyerahan
berkas digjukan PK berk
perkara - Akta perkara
pemyataan 10
PK menit
- Memori PK
- Register
- Buku
Ekspedisi
11 | Penetapan ¥ - Berkas Penetapan
Hari Sidang _D Perkara hari sidang
melalui SIPP - SIPP 5
menit

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ | Panmud | JS/ Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall| Pidana | Jsp | Panitera| PP | Hakim | KPN | o — apan | Waktu [ Output
12 | Menerima - Berkar Penetapan
berkas Perkara hari sidang
perkara PK 5 dan memori
menit | PK
13 | Pemanggilan - Penetapan Relas
Para Pihak hari sidang panggilan
dan ’_1 - berkas dan
Penyerahan perkara 120 | penyerahan
memori PK - memori PK menit | Memori PK
kepada
termohon PK
14 | Proses 9 Berkas
Persidangan -I I perkara eriksaan
dan - memori PK 120 ManBA
pembuatan Relas it Pendapat
berita acara panggilan dan
pendapat penyerahan
memori PK
15 | Penyusunan - Berkas Berkas
berkas perkara PK 20 perkara
perkara PK rienit
16 | Mengupload - Dokumen 30 Dokumen
dokumen elektronik yang | menit | elektronik
elektronik dimohonkan PK terupload
yang - Akla dalam
dimohonkan pemyataan direktori
PK dalam PK dokumen
direktori - memori PK elektronik
dokumen MA
elekironik
17 | Menyusun dan - Berkas Konsep
membuat perkara surat
surat (bundel A dan 10 pengantar
pengantar bundel B) pengiriman
pangiriman =Ej4— e - barcode menit berkas PK
berkas PK ke - ATK ke MA
MA
18 | Penandatanga Konsep surat Sural
nan surat pengantar pengantar
pengantar Ya V4 pengiriman a0 pengiriman
pengiriman PK ™~ berkas PK ke menit | berkas PK
ke MA MA yang sudah
ditanda
tangani
19 | Input Surat - surat Dala telah
Pengantar di pengantar terinput di
SIPP dan pengirman 10 SIPP dan
mencatat berkas PK mentt tercatat di
dalam register - Register register
- SIPP
- ATK
20 | Mengirim - Berkas Tanda bukti
berkas PK perkara pengiriman
(bundel A &
bundel B) 60
- surat menit
pengantar
- barcode
- ATK
21 | Arsip berkas - dokumen rslp
perkara PK di 3 elektronik tersimpan
simpan di ( ) - akta-akta agai arsip
arsip aktif - memori dan if di
kontra 10 Kepaniteraan|
memori PK menit Pidana
- salinan BA
sidang
pemeriksaan
PK dan BA
pendapat

Halaman 3 dari 3




Halaman 4 dari 3



MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/011/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Grasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l.
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian
Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




- Pelaksana Mutu Baku Ket.
No|  Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/
PTSP Meja Il Pidana (400 Panitera Perlengkapan Wakty Output
1 | Penerimaan -permohonan Permohonan
Permohonan ( }— grasi grasi
Grasi -putusan yang 10 lengkap
dimohonkan grasi itk
-surat kuasa (jika
ada)
-ATK
2 | Pembuatan -permohanan Konsep Akta
Akta l'_' Tidak grasi Permmohonan
permahonan E _f- -putusan yang 1o | Grasidari
Grasi dari dimohonkan grasi menit terpidana
terpidana -surat kuasa (jika
ada)
-ATK
3 | Koreksidan Ya Konsep Akta Konsep Akta
pemberian v > Permohonan 10 permohonan
paraf = Grasi dari it grasi yang
terpidana sudah
diparaf
4 | Penandatang Konsep Akta Akta
anan Akta permohonan 5 permohonan
permohonan ? grasi yang menit | grasi
grasi sudah diparaf
5 | Permintaan -Akta permohonan| Surat
keterangan grasi keterangan
tentang -surat pemintaan 30 tentang
terpidana i keterangan menit | terpidana
kepada dari Lapas
Kalapas
6 | Input data -Akta permohonan| Data telah
permohonan grasi terinput
Grasi di SIPP -ATK 20 dalam SIPP
dan dicatat di -Register menit dan dicatat
Register -SIPP dalam
Grasi register
7 | Menyusun -Berkas perkara Konsep
dan membuat (bundel A dan surat
Surat r - bundel B) 30 pengantar
Pengantar E"" ek -ATK menit | pengiriman
Pengiriman berkas grasi
berkas grasi ke MA
8 | Mengoreksi Konsep surat Surat
dan pengantar pengantar
menandatang Ya |~ > pengiriman 1o |pengiiman
ani Surat '\ berkas grasi menit | Perkes grasi
Pengantar yang sudah
Pengiriman ditandatangani
berkas grasi
9 irfm - surat pengantar Tanda bukti
berkas Grasi I _I‘L - ATK m?;tit pengiriman
10 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di 1k_| pengirman terinput di
SIPP dan l berkas grasi 10 SIPP dan
mencatat - Register fank tercatat di
dalam - SIFP register
register L ATK
11 | Arsip berkas - putusan Arsip
perkara grasi y - akta-akta tersimpan
di simpan di CD - permohonan sebagai arsip
arsip aktif grasi 10 |aktifdi
- surat keterangan | menit | Kepaniteraan
tentang Pidana
terpidana dari
Lapas

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/012/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l.
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian
Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4
Tahun 2016 tentang Larangan PK terhadap
Putusan Praperadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Praperadilan

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku Ket
No| Aktivitas | Petugas| Staf/ | Panmud | Panmud | Persyaratan/ .
PTSP | Mejall | Pidana | Hukum Js PP |Hakim| Panitera| KPN Perlengkap Waktu Output
1 |Menerima Permohonan Berkas
berkas C M’.\ Praperadilan permohonan
|Permahonan L Surat kuasa jika 10 |veng
praperadilan ada menit lengkap
Ceklist
kelengkapan
berkas
2 [Menelfti } Permohonan Ceklist telah
kelengkapan Yi Praperadilan ditanda
ermoh 2 > Surat kuasa jka 20 tangani
pra peradilan N ada et
dan membuat L Ceklist
tanda terima kelengkapan
berkas
3 [Input data di Permohonan Data terinput
SIPP dan Praperadilan kedalam
[mencatat L Surat kuasa jika 10 SIPP dan
dalam register ada manlt tercatat
+ Ceklist kedalam
kelengkap register
berkas
4 |Menunjuk | Berkas Penetapan
Hakim melalui L ATK 20 [penunjukan
SIPP E L SIPP menit |Hakim
5 |Menunjuk t Berkas Penetapan
Panitera L ATK penunjukan
Pengganti L SIPP 20 [Panitera
metalui SIPP I lr" . Penetapan menit [Pengganti
penunjukan
hakim
6 [Mencatat | L Berkas Data tercatat
penunjukan — L ATK dalam
Hakim dan E_l + Penetapan register
Panitera penunjukan 10
Pengganti Hakim menit
alam | Penetapan
ister penunjukan
Panitera
anti
[ Berkas perkara [Penetapan
pra peradilan hari sidang
y L ATK 15
ﬂ L siPp menit
| Berkas perkara 5 Berkas
T menit |Perkara
Berkas perkara Relaas
I % pra peradilan 120 (Panggilan
ATK menit sidang
Penetapan hari
sidang
10 [Melaksanakan . Berkas perkara [BA Sidang
Proses pra peradilan
Persidangan ATK 5
Penetapan hari Hari
sidang
+ Relaas Kerja
panggilan
sida _J_
11 |Pengucapan d . Berkas perkara a0 Putusan
utusan - BA Sidang
I |_ L Putusan Menit
12 |Input putusan + Putusan Putusan
lkedalam SIPP + SIPP 60 jterinput
Menit |kedalam
SIPP
13 | Mengin| I Putusan 30 Amar dan
sm:?d:r _ﬂ L sIPP Menit mgal
tanggal san
putusan i |_ lengkap
kedalam
14 |Menginput - Pertimbangan 60  [Perimbang
pertimbangan Hukum Menit  |an Hukum
hukum dan e- - Putusan dan
doc kedalam L SIPP e-doc
SIPP putw:an
g
15 |Menerima | Berkas Perkara Tanda terima
berkas dan Putusan 15 Minutasi
minutasi dari L Ceklist
Panitera [ Buku Ekspedisi | ™o
Pengganti

Halaman 2 dari 3




Mutu Baku

No| Aktivitas | Petugas| Staf/ | Panmud | Panmud Persyaratan/
PTSP | Mejall | Pidana | Hukum Js PP |Hakim| Panitera| KPN Pedsngkapan Waktu | Output
16 |Input data di + Berkas Perkara Data terinput
SIPP dan dan Putusan i
mencatat I Register
kedalam + SIPP
register F ATK
17 |Menyerahkan 1 I Berkas Perkara
berkas in (j dan Putusan
active ke L ATK
Kepaniteraan | Register
Hukum + SIPP

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/013/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN
PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 1. S1
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang

terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Biasa 2.  Komputer
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 3. Printer
Singkat 4. Buku Register Penahanan
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Anak
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN/ Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan

Menerima Permohonan Tanda
permohonan | Tidak dan lampirannya 10 | Terima

ATK menit
Meneliti Permohonan Permohonan
kelengkapan dan lampiranya lengkap
permohonan Ya =< > Tanda terima &

permohonan

Ceklist menk

kelengkapan

berkas
Membuat Permohonan Konsep
Penetapan lengkap Penetapan
perpanjangan Yidak ATK 15
penahanan menit
Mengoreksi Ya| o Tidak Konsep Penetapan
dan memaraf N penetapan 5 yang sudah
konsep sl diparaf
penetapan Panmud

Pidana
Koreksi dan )\ Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya| o sudah  diparaf 5 yang sfudah
Penetapan Panmud Pidana .. | diparaf oleh
perpanjangan N mentt | panitera
enahanan

Menandatanga I_" Penetapan yang Penetapan
ni 1 I sudah  diparaf 5 yang sudah
perpanjangan Panmud Pidana | menit | ditanda
penahanan dan Panitera tangan
Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam sudah ditanda kedalam
Register ﬂ tangan 15 | Register
perpanjangan menit
penahanan
Pengiriman Penetapan 10 Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi Menit | pengiriman
perpanjangan +
penahanan Ej
Penyimpanan Berkas Penetapan
arsip permohonan dan 10 perpanjangan
penetapan . penetapan Menit penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan dalam arsip

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/014/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT
UMUM BERDASARKAN PASAL 25 AYAT (2)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 1. S1-Hukum
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang

terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Biasa 2.  Komputer
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 3. Printer

Singkat 4. Buku Register Perkara Pidana
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Anak
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana

Mutu Baku

Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud KPN/ Persyaratan/
PTSP Staf Pidana | 2" | \wibN | Periengkapan | VaKIU Ouiput
1 | Menerima - Pemohonan Tanda Terima
rmohonan ( P Tidak i 10
pei ) :a_rr;( lampirannya el
2 | Meneliti - Permohonan Permohaonan
kelengkapan Ya| _ / dan lampiranya lengkap
permohonan '\ - Tanda terima 5
permohonan menit
- Ceklist
kelengkapan
berkas
3 | Membuat - Pemohonan Konsep
Penetapan ¢4’ lengkap 15 Penetapan
perpanjangan —mﬁ - ATK menit
penahanan
4 | Mengoreksi | - Konsep Penetapan yang
dan memaraf 2 penetapan 5 sudah diparaf
konsep menit | Panmud Pidana
penetapan
5 | Koreksidan - Penetapan yang Penetapan yang
Paraf v sudah  diparaf 5 sudah diparaf
Penetapan 4 " Panmud Pidana rranit Panitera
perpanjangan
penahanan
6 | Menandatanga A - Penetapan yang Penetapan yang
ni —'JI ] | sudeh diparaf [ 5 | sudah ditanda
perpanjangan Panmud Pidana | menit | tangani
penahanan dan Panitera
7 | Mencatat - Penetapan yang Tercatat kedalam
kedalam r sudah ditanda Register
Register EW tangani 15
perpanjangan menit
penahanan
B | Pengiriman f - Penetapan Tanda bukti
penetapan Ej - Buku Ekspedisi 0 pengiriman
perpanjangan 10
penahanan Menit
9 | Penyimpanan - Berkas Arsip
arsip L 4 permohonan dan perpanjangan
penetapan ( ) penetapan MLEﬂ‘l penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/015/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN IJIN/PERS

ETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM,

TIPIKOR, DAN PERIKANAN)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

2.

Jendral

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

1.
2.
3.
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Staf kepa- | Panitera
ne Akfivites potunas | Nitersan | Muda Majelis | norciaraian s
PTSgI: Pidana / Pidana/ | Panitera | Hakim/ Perl :n eDAN Waktu Output
Tipikor/ | Tipikor/ Hakim ghap
Perikanan | Perikanan
1 | Menerima surat Permohonan - Pemmohonan Permohonan
izin besuk dari Pemohon ( :: Izin besuk 5 izin besuk
menit lengkap
2 | Membuat izin besuk - ATK Konsep surat
v - Data SIPP Izin besuk
- Pemmohonan
| I 1 Tidak il 10
Tk izin besuk menit
3 | Mengoreksi dan memberikan Konsep surat Surat izin
paraf Ya / Izin besuk 10 besuk yang
‘:\\ Menit | sudah diparaf
4 | Penandatanganan Penetapan - Pemohonan Penetapan
izin besuk - ATK |zin besuk
N| l - Surat izin 5 yang sudah di
] B besuk yang menit | tandatangani
sudah diparaf
5 | Menyerahkan Penetapan izin - Penetapan Tanda terima
besuk kepada Pemohon Izin besuk penyerahan
( }1 yang sudah di 5 surat izin
tandatanganl | menit | besuk kepada
- Buku pemohon
Ekspedisi

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/016/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN
TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 1. S1
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang

terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
) 2.  Komputer
3. Printer
4. Buku Register Penahanan
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN / Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Membuat - Berkas perkara Konsep
permohonan Tidak - Penetapan permohonan
perpanjangan t _"" penahanan perpanjangan
penahanan ke Majelis Hakim dari Ketua
PT melalui KPN - Penetepan 10 Majelis
perpanjangan menit
penahanan aleh
KPN
- Buku Ekspedisi
- ATK
2 | Mengoreksi - Konsep Permohonan
konsep Ya et permohonan perpanjangan
permohonan _'v perpanjangan 10 dari Ketua
perpanjangan berserta berkas | menit | Majelis
dan memberi perkara
araf
3 | Menandatangani - surat surat
surat y permohonan permahonan
permohonan |J I perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan yang nisalk penahanan
penahanan ke sudah diparaf yang sudah
PT. ditandatangani
4 | Membuat surat - Pemmchonan Konsep surat
pengantar th perpanjangan 10 pemmohonan
pemohonan ke - berkas perkara Menit | ke PT.
PT
5 | Penandatangan - Konsep surat Konsep surat
an surat » permohonan permohonan
pengantar ke PT perpanjangan 10 perpanjangan
penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
€& | Pengiriman Permohonan Tanda bukti
sural perpanjangan pengiriman
permohonan ¥ penahanan
perpanjangan Ej Buku Ekspedisi 10
penahanan ke Menit
Pengadilan
Tinggi
7 | Penyimpanan - Surat Arsip surat
arsip surat s permohonan permohonan
permohonan @ perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan Menit | penahanan
penahanan ke pertinggal tersimpan
PT.

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/017/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh

SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Buku Il MARI tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Jendral

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.

SOP Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

SIPP

hPON~

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini

tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Formulir ljin Bantar

Halaman 1 dari 2

Wakil Ketua PN Gunungsitoli




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Panitera Panmud | Panitera Persyaratan /
PTSP Pengganti Pidana Hakim PI!IIE,I"ngaﬂll Waktu Output
1 Menerima surat Permohonan Pemmohaonan permohonan
Penangguhan Penahanan dari { | Tidak Penangguhan penangguhan
Pemohon =/ Penahanan 5 penahanan
Surat Kuasa jika meni
ada it
2 | Meneliti kelengkapan permohonan + Permchonan permchonan
penangguhan penahanan Ya | V4 penangguhan 10 penangguhan
N penahanan menit | PENahanan
- Berkas perkara lengkap
3 | Memeriksa dan - berkas perkara Persetujuan
pertimbangkan permot | L Surat permohonan 30 atau
penangguhan penahanan i | + kelengkapan Menit | penotakan
Lt £
4 | Membuat konsep penetapan - ATK Konsep
penangguhan penahanan + berkas perkara penetapan
- surat permohonan 10 penangguhan
yang sudah renit penahanan
disetujui
5 | Menandatangani penetapan Konsep penetapan
penangguhan penahanan penetapan penangguhan
Ej penangguhan 5 penahanan
penahanan frianit
6 | Membacakan penetapan L penetapan Salinan
penangguhan penahanan IJ penangguhan Penetapan
penahanan 30 penangguhan
menit | penahanan
7 | Menerima uang jaminan - Uang Jaminan BA
penangguhan penahanan (jika t - penetapan 10 penerimaan
ada) penangguhan menit | Yang jaminan
penahanan penangguhan
penahanan
B | Penyimp arsip penetaj y - Berkas Arsip
penangguhan penahanan .[ ’ permohonan  dan 10 penangguhan
penetapan Menit penahanan
penangguhan tersimpan
penahanan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/018/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

(PERKARA PIDANA UMUM,

TIPIKOR DAN PERIKANAN)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

2.

Jendral

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
3. SOP Penyelesaian Perkara Tipikor

4. SOP Penyelesaian Perkara Perikanan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Redgister ljin/persetujuan Penggeledahan

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Panmud
No|  Aktivitas Petugas Pidana / KPN/ Persyaratan/ Ket.
PTSP Saf | ripkors | PO | ywieN | Periengkapan | WAKW [ Outeut
Perikanan
1 | Penerimaan -Permohonan Tanda
Permohonan < Tidak dan lampirannya terima
finfpersetujuan C_J menit | Permohonan
Penggeledahan
2 | Menetiti -Permohonan Permohonan
kelengkapan Ya Lo dan lampiranya lengkap
permohonan TN -Tanda terima 10
gomotenan | ary
kelengkapan
berkas
3 | Membuat -Permohonan Konsep
Penetapan ijin }¢ lengkap 15 Penetapan
penggeledahan — T -ATK menit
4 | Mengoreksi -Konsep Penetapan
dan memaraf Ya J>4_ Tidak penetapan 10 | ¥ana sudah
Muda
5 | Koreksidan -Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan = oleh Panitera . | diparaf oleh
ijinfpersetujuan hd Muda ment | panitera
Penggeledahan
6 | Menanda -Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
fjinfpersetujuan '_] oleh Panitera et ditanda
Penggeledahan 1 I Muda dan tangani
Panitera
7 | Mencatat i -Penetapan yang Tercatat
kedalam L| sudah ditanda kedalam
Register LI tangani 15 Register
ijinfpersetujuan menit
Penggeledahan
8 | Pengiriman -Penetapan Tanda bukti
penetapan -Buku Ekspedisi 10 pengiriman
fjinfpersetujuan Menit
P ledahan
g | Penyimpanan -Berkas rsip ijin /
arsip permohonan 10 lpersetujuan
penetapan dan penetapan Menit [Penggeledahan
ifinfpersetujuan ijin / persetujuan tersimpan
Penggeledahan Penggeledahan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/019/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PROSES PENYELESAI

AN PERMOHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Perundang-undangan
terkait

2.

lain yang

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Buku Register Diversi

PN~

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib

administrasi tidak akan tercapai

2.

Berkas Permohonan Diversi

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP St Pidana Passlers . Perlengkapan |'V2KtY | Output
1 | Penerimaan Tidak - Pemohonan Tanda
Permohonan )« Penetapan 5 Terima dan
Pgnalgpan Diversi menit Permohonan
Diversi - kesepakatan Pen.diversi
Diversi
2 | Mengoreksi Permohonan Berkas
Kelengkapan Ya 4 Penetapan 15 | permohonan
mhoﬂan TN Eiversi miasit Diversi
- kesepakatan lengkap
Diversi
3 | Pembuatan - ATK Konsep
Penetapan ELI - Berkas 20 Penetapan
Diversi |._.1 ETrmo:'lunan menit
vars|
4 | Koreksidan WaW Tidak - Konsep Kaonsep
paraf L ( % penetapan penetapan
F'gnetapan - Berkas 30 yang sudah
Diversi permohonan Menit | diparaf
Panmud
Pidana
4 | Koreksi dan va - Konsep Konsep
paraf > > penetapan Penetapan
Penetapan '\ yang sudah yang sudah
Diversi diparaf 30 diparaf
Panmud menit | Panitera
Pidana
Berkas
permchonan
5 | Penandatangan Konsep Penetapan
El; panietapan ;? Penetapan Diversi
vers yang sudah
diparaf 10
Panmud
Pidana dan e
Panitera
- Berkas
permohonan
6 | Input data di - Penetapan Data terinput
SIPP dan \ Diversi dalam SIPP
pencatatan C - Berkas 30 | dantercatat
kedatam permohonan menit | dalam
Register Diversi - SIPP register
- Register
7 | Pengiriman - Penetapan Tanda bukti
p;neta_g;r;ad - g:ku 10 pengiriman
iversi a g | spedisi _
Pemohon Menit
8 | Penyimpanan E - Berkas Arsip Diversi
arsip c:) permochonan 10 tersimpan
pmgnetaipan g::etapan Menit
Diversi

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/020/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting)

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Perikanan 2. Komputer
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan | 3. Printer
Keuangan 4. SIPP
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan tercapai

Register Penahanan

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Panmud
No Aktivitas Petugas Panitera | Pidana/ | Panitera HAKIM Persyaratan/ |\, Output
PTSP Pengganti | Tipikor/ Perlengkapan
Perikanan
1 Menerima surat -Surat Tanda terima
pemberitahuan rawat inap ( Ve Tidak pemberitahuan surat
terdakwa di rumah sakit — dari Rutan pemberitahuan,
-Surat 10 |dan surat
keterangan menit |keterangan
rumah sakit rumah sakit
2 Meneliti kelengkapan -Surat Surat
pembantaran Ya < > pemberitahuan pemberitahuan]
dari Rutan lengkap
-Surat 10
keterangan
rumah sakit fmeni
3 Memeriksa dan -berkas perkara Menyetujui
mempertimbangkan -Surat pembantaran
pembantaran pemberitahuan
dari rutan 30
-Surat Menit
Keterangan
rumah sakit
4 Membuat konsep penetapan -berkas perkara Konsep
pembantaran ¥ -Surat penetapan
L| pemberitahuan pembantaran
dari rutan 30
-Surat menit
Keterangan
rumah sakit
-ATK
5 Menandatangani penetapan Konsep penetapan
pembantaran I— penetapan 10  |pembantaran
I pembantaran menit
[ Menyerahkan penetapan -penetapan Tanda bukti
pembantaran pembantaran 5 penyerahan
-Buku Ekspedisi menit

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/021/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. 81
3. SMU Sederajat

7. Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.  SOP Penerimaan Permohonan Banding
Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3.

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Printer
Perikanan 4. SIPP
3. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 1. Berkas Perkara

peradilan tidak akan berjalan dengan baik

2. Buku Register Banding
3. Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Panitera
2 kepaniteraan Muda
.o Ativies PEhges | Pidana/ | Pidana/ | Panitera | pErSYaratan] |y, Output w
Tipikor / Tipikor / gkapa
Perikanan Perikanan
1 Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Diterimannya
permohonan pencabutan ( __J Register permohonan
banding - Berkas pencabutan
Perkara . banding dari
- Komputer SMenit | cemohon
- Surat
permohonan
- ATK
2 Meneliti persyaratan - Permmochonan Persyaratan
permchonan pencabutan Ya - Surat kuasa a0 permohonan
banding > jika ada Menit | Pencabutan
- siPP banding lengkap
3 Membuat konsep akta | - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pernyataan - permohonan pencabutan
banding Tidak pencabutan .| pemyataan
banding 10 Menit | banding
lengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pernyataan - Konsep Akta pencabutan
banding Ya / pencabutan 5Menit | PEMyataan
pernyataan banding sudah
\ banding diparaf
- ATK
5 penandatanganan akta Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan permnyataan pencabutan pemyataan
banding yang telah 1 | pernyataan 5 Menit | banding yang
ditanda tangani pemohon banding sudah sudah
diparaf ditandatangani
6 Menyerahkan akta - Buku ekspedisi
pernyataan pencabutan o - Akta pencabutan Tanda bukti
permohonan banding dan I P pernyataan pengiriman
mencatat pada register banding yang 5 Menit
induk pidana dan register sudah
permchonan banding ditandatangani
-ATK
7 Mengirim akta & -Buku ekspedisi Tanda bukti Jika
pemyataan pencabutan -Akta pencabutan pengiriman berkas
permohonan banding ke pernyataan perkara
Pengadilan Tinggi banding yang belum
sudah dikirim
ditandatangani 120 ke PT.
-ATK Menit akta
0 penca
butan
banding
tidak
perlu
dikirim.
8 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan banding pernyataan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan banding 10 Menit dan tercatat
mencatat dalam Register . SIPP kedalam register
- Register
- ATK
9 Mengarsipkan akta Akta pencabutan 10 Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pernyataan Menit
permohonan banding { ] banding

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/022/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.1.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi/PK

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

2.

SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara
Pidana, Tipikor, Perikanan

SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan berjalan dengan baik

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer
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Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Panitera
Muda
No Aktivitas Petugas | kepaniteraan Persyaratan /
PTSP pidana /Tipikor | 7587/ | PaMte® | periangkapan | okt Output
Perikanan Perikanan
1 Mener':lna dan men'!er_iksa h Tidak - g:lr(':.l R:gi:kter Diterimh%nnys
permohanan p J - as Perkara permohonan
kasasi - ATK 5 pencabutan kasasi
- Komputer Menit | dari pemohon
- Surat
permohonan
2 | Meneliti persyaratan - Pemmohonan Persyaratan
permohonan pencabutan Ya - Surat kuasa jika 30 permohonan
kasasi ada Menit | pencabutan kasasi
- SIPP tengkap
3 Membuat konsep akta ] - Akta Kasasi Konsep Akta
pencabutan pernyataan - permohonan 10 pencabutan
kasasi Tidak ::mutan kasasi | .o- | Pernyataan kasasi
| - ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta Kasasi Konsep Akta
e . R | 2 |
pencabutan sudah diparaf
pernyataan kasasi
5 penandatanganan akta Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan pernyataan _[ l pencabutan 5 pernyataan kasasi
kasasi bersama pemohon e pernyataan kasasi Menit | yang sudah
sudah diparaf ditandatangani
6 Menyerahkan akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
pemyataan pencabutan ] ! - Akta pencabutan penyerahan
permohonan kasasi ke 1 pernyataan kasasi Mes
pemachon yang sudah nit
ditandatangani
- ATK
7 | Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi Tanda bukti
penca_hutan permohonan | I - Akta pencabutan pengiriman
kasasi ke Mahkamah Agung pamyat:laag‘ kasasi 120
yang su
ditandatangani L
- ATK
8 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput kedalam
permyataan kasasi kedalam . 4 pemyataan kasasi SIPP dan tercatat
SIPP dan Mencatat dalam I: | - SIPP 10 kedalam register
Register - mister Menit
9 | Mengarsipkan akta Akta pencabutan 10 Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pemyataan kasasi Menit
permohonan kasasi ;{ j
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/023/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN P

ENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung R.I.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung R.l. Nomor 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Elektronik Sebagai
Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

2.

10.

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara
Pidana, Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

Keuangan 4. Buku Register Perkara
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas | Berkas Perkara, Buku Register PK, Peralatan

peradilan tidak akan berjalan dengan baik

Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaks Mutu Baku

Petugas Staf Panitera Panitera Persyaratan / Waktu Output
PTSP kepaniteraan Muda Perlengkapan
i Pidana/ | Pidanal
Tipikor / Tiplkor/
Perikanan | Perikanan

Menerima dan memeriksa k - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permohonan
Peninjauan Kembali - Komputer 5 pencabutan
- Surat Menit | Peninjauan Kembali
permohonan dari pemohon
- ATK
Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan - Surat kuasa jika 30 permchonan
Peninjavan Kembali ada Menit pencabutan
\ - SIPP Peninjauan Kembali
lengkap
Membuat konsep akta - Akta Peninjauan Konsep Akta
pencabutan Peninjauan Kembali pencabutan
Kembali - permohonan 10 Peninjauan Kembali
pencabutan 4
Tidak Peninjauan Meal
Kembali lengkap
- ATK
Koreksi dan paraf akta - Akta Peninjauan Konsep Akta
pencabutan Peninjauan / Kembali pencabutan
Kembali - Konsep Akta 5 Peninjauan Kembali
\ pencabutan Menit | Sudah diparaf
Peninjauan
Kembali
- ATK
penandatanganan akta Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan Peninjauan > pencabutan 5 Peninjauan Kembali
Kembali bersama Peninjauan Menit | Y29 sudah
pemohon Kembali sudah ditandatangani
diparaf
Menyerahkan akta - Buku ekspedisi
pencabutan permohonan - Akta pencabutan
Peninjauan Kembali ke Peninjauan 5 Tanda bukti
pemohon m:all yang Menit | penyerahan
ditandatangani
- ATK
Mengirim akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
pencabutan pemmohonan - Akta pencabutan pengiriman
Peninjauan Kembali ke Peninjauan
MA Kembali yang 120
sudah Menit
ditandatangani
- ATK
Menginput pernyataan - Akta pencabutan Data terinput kedalam
Peninjauan Kembali Peninjauan SIPP dan tercatat
kedalam SIPP dan Kembali 10 kedalam register
mencatat dalam Register - SIPP Menit
- Register
- ATK
Mengarsipkan akta Akta pencabutan 10 Arsip tersimpan
pencabutan permohonan > Peninjauan
Peninjauan Kembali C) Kembali Menit
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/024/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR
DAN PERIKANAN)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN / Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Menerima _— Pemohonan 10 Tanda
i da / :
permohonan ( } i?rl:( lampirannya fara Terima
2 | Meneliti Permohonan Permohonan
kelengkapan dan lampiranya lengkap
permohonan Ya 4 Tanda terima 5
permohonan
Ceklist A
kelengkapan
berkas
3 | Membuat Permchonan Konsep
Penetapan Tidak lengkap 15 Penetapan
fjinfpersetujuan —'l ATK menit
penyitaan
4 | Mengoreksi /> Konsep Penetapan
dan memaraf Ya » penetapan 5 yang sudah
konsep menit | diparaf
penetapan
5 | Koreksidan Penetapan yang Penetapan
Paraf o} sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan L iRl diparaf
ijinfpersetujuan
penyitaan
6 | Menanda é Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
ijin/persetujuan menit | ditanda
penyitaan tangan
7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam . sudah ditanda | . | kedalam
Register d tangan et Register
ijin/persetujuan
penyitaan
8 | Pengiriman v Penetapan Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi pengiriman
jjinfpersetujuan I_J 10
penyitaan Menit
9 | Penyimpanan Berkas Arsip
arsip A 4 permohonan dan fjinfpersetujuan
penetapan ( ' penetapan 10 penyitaan
ijin/persetujuan fiin/persetujuan Menit | tersimpan
penyitaan penyitaan
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/025/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PERMOHONAN PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHP

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang

terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pidana 2. Komputer
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan | 3. Formulir-Formulir

Keuangan 4. SIPP
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan berjalan dengan baik

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Panitera
Muda Majelis
No Aktivitas Petugas Panitera Persyaratan /
PTSP Pengganti .':II:"I::: Panitera HI,;RI::: Perlengkapan Waki Output
Perikanan
1 | Menerima surat Permohonan -Permohonan Pemohonan
peralihan/penangguhan ‘ } Peralihan/pena peralthan/
penahanan ngguhan 5 penangguhan
penahanan menit penahanan
lengkap
2 | Meneruskan surat permohonan -ATK Konsep surat
peralihan/penangguhan . -Data SIPP Peralihan/pen
penahanan E -Permohonan angguhan
peralihan/pena 10 penahanan
ngguhan
penahanan manit
3 | Membuat izin Konsep surat Surat
peralthan/penangguhan \ Perallhanfpena peralihan/
penahanan < PEL L] ngguhan 10 penangguhan
v penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
4 | Penandatanganan dan - Permohonan Surat
pembacaan Penetapan -ATK Peralihan/
peralihan/penangguhan -Surat peralihan/ 5 penangguhan
penahanan penangguhan menit | Penahanan
Jrl_ I penahanan yang sudah di
u
yang sudah tandatangani
dipara
5 | Menyerahkan Penetapan -Penetapan Tanda terima
peralihan/penangguhan Peralihan/ penyerahan
penah kepada Pemoh penangguhan surat
penahanan 5 peralihan/
y:g ::ndah fiii menit pana;gguhan
atangan penahanan
-Buku Ekspedisi kepada
pemohon
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/026/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting)

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Perikanan 2. Komputer
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan | 3. Printer
Keuangan
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan berjalan dengan baik

Berita acara persidangan

Halaman 1 dari 2




No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud
Pidana /
Tipikor /
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menerima surat [ honan
pinjam pakai barang bukti

| Tidak

-Surat
permochonan

-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa

-Bukti identitas
pemohon

10
menit

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan

permohonan pinjam pakai
barang bukti

Ya

7\
Vv

-Surat
permchonan

-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukumn terdakwa

-Bukti identitas
pemohon

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan pinjam pakal
barang bukti

-berkas perkara
~Surat
permchonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

30
Menit

Menyetujul
pinjam pakai
barang bukti

Membuat konsep penetapan
pinjam pakai barang bukti

-berkas perkara
~Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

- ATK

60
menit

Konsep
penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Menandatangani penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Konsep

penetapan
pinjam pakai
barang bukti

10
menit

penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Pengiriman tembusan
penetapan pinjam pakai
barang bukti kepada penuntut
umum

-Surat penganiar
penetapan dan
pinjam pakai
barang bukti

Menit

Tanda
terima

Menyerahkan penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Penetapan
pinjam pakai
barang bukti

-Ekspedisi

Menit

Tanda
terima
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/027/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - Il

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP IJIN BEROBAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting)

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.l. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Perikanan 2. Komputer
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan | 3. Printer
Keuangan 4. SIPP
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas

peradilan tidak akan berjalan dengan baik

Berita acara persidangan
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No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud

Pidana/

Tipikor /
Perikanan

Panitera

HAKIM

Persyaratan /
Perlengkapan

OQutput

Menerima surat permohonan
ijin berobat

Tidak

- Surat
permohaonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa 10
apabila menit
pemochon
kuasa hukum
terdakwa

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin berobat

Ya

/N
vV

- Surat
permochonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila 10
pemohon menit
kuasa hukum
terdakwa

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohanan ijin berobat

- berkas per

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan 30

- Surat kuasa Menit
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

Menyetujui
ijin berobat

Membuat konsep penetapan
ijin berobat

- berkas perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan €0

- Surat kuasa menit
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani penetapan
ijin berobat

-Konsep
penetapan ijin 10
berobat menit

penetapan
fjin berobat

Pengiriman tembusan
penetapan ijin bercbat
kepada penuntut umum

-Surat
pengantar a0
penetapan ijin | Menit
berobat

Tanda
terima

Menyerahkan penetapan ijin
berobat

- Penetapan fjin
berobat 5
- Ekspedisi Menit

Tanda
terima
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MAHKAMAH AGUNG RI Nomor W2.U12/028/SOP/PID/IV/2021
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2019
KEPANITERAAN MUDA PIDANA Tanggal Revisi 1 April 2021
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Revisi Ke - Il
KELAS | B Tanggal Efektif 1 April 2021
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 1. S$1
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
13. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Penahanan 2. Komputer
2. SOP Permohonan ljin Pembantaran 3. Printer
4. Register Perkara Pidana Biasa
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP |n|_t|dak dilaksanakan maka asas peradilan tidak Berkas Perkara Pidana Biasa
akan tercapai
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Pelaksana Mutu Baku
Nol Auiviins Pogas| swr | pp | Ranmud | Panmud ool Hakim| kPN | P 'I’”‘:‘:“j'“’ Waktu | Output ¥t
1 | Penerimaan - Berkas perkara Berkas
- Checklist diterima/
perkara K kelengkapan Ekspedisi
berkas Cheklist yang
Tanda bukti sudah
pelimpahan 10 ditandatangani
perkara menit | petugas
- Penyelesaian
paling lama 7
{tujuh) har
kerja sejak
pelimpahan

2 | Meneliti - Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya - Cek List Lengkapitidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas

3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran _ ¢ - Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan - Buku register
dalam register induk

4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas M| 1 5
perkara yang g - menit
sudah lengkap

5 | Penunjukan IJF - Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim l_'| - SIPP 20 | penunjukan

- Hakim Khusus menit | Majelis/Hakim
Pemilu

6 | Penunjukan IJ - Berkas perkara penunjukan
Panitera Ij - SIPP 20 PP
Pengganti manit
(PP)

7 | Pencatatan - Berkas perkara Register
penunjukan - Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan menit
ke dalam Buku Hakim dan PP,

Ister

8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
kepada Majelis 5
Hakim untuk
dibuat Fent
Penetapan hari
sidal

9 | Pembuatan v - Berkas Penetapan
Penetapan u - SIPP penahanan
hari sidang 10 Dan
dan Menit | Penstapan
penahanan Hari Sidang
Jika ada Pertama

10 | Menerima ‘L'l - Pen. Ekspedisi
berkas | I Penahanan
perkara dari dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk

11 | Proses i - Berkas Perkara 5 BA Sidang
persidangan Hari | Putusan

Kerja
12 | Penyusunan I - Berkas Perkara BA yang BA harus
BA Konsep BA sudah ditanda | selesai
120 | tanganioleh |sebelum
Menit | Hakim dan PP |sidang
berikut
nya

13 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
BA lengkap - BAlengkap penyerahan
untuk - Ekspedisi 10 berkas
penyusunan penyerahan Menit
Putusan berkas

14 | Sidang B - Berkas Perkara Putusan yang
pengucapan - Putusan 120 | sudah ditanda
putusan Menit | tangani
Majelis
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petu Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
prep | Staf | PP | Lo | ekum_ [Panitera |Hakim| KPN | * 2R gkapan | Waktu | Output
15 | Pembuatan Berkas Perkara Petikan
petikan Putusan 30 Putusan
putusan Menit
| 1
16 | Penyampaian - Petikan - Ekspedisi Petikan
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima |Putusan
salinan dikirim penyampaian |diserah
putusan kpd 120 petikan/ kan
Penyidik, JPU, Menit salinan seketika
Terdakwa, setetah
KPU/KPUD r penguca
dan Lapas pan
putusan
17 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
berkas - Cheklist - penyerahan
perkara / kelengkapan Menit berkas
Minutasi berkas
- _Buku Ekspedisi
18 | Menginput v - Putusan a0 Amar dan
amar dan r":l - SIPP Menit | tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
18 | Menginput - Pertimbangan | 60 Pertimbangan
pertimbangan "_1 Hukum Menit |Hukum dan
hukum dan e- I | -~ Putusan e-doc putusan
doc kedalam - SIPP lengkap
SIPP
20 | Menginput - SiPP Data terinput ke
tanggal - Buku Register sipp dan
minutasi pada 10 tercatat di
SIPP dan Menit register manual
dicatat dalam
register
manual
21 | Menyerahkan - Berkas Perkara -BA Penyerahan|
berkas ke ) yang sudah 10 berkas
Panmud | ’ Berkekuatan rianit Arsip perkara
Hukum Hukum tetap
- _Cheklist
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MAHKAMAH AGUNG RI

KEPANITERAAN MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS I B
Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343

Nomor W2.U12/029/SOP/PID/I1V/2021
Tanggal Pembuatan | 01 Oktober 2020

Tanggal Revisi 1 April 2021

Revisi Ke - 1

Tanggal Efektif 1 April 2021

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli

SOP e SIMPONI (PERMOHONAN IJIN/PERS
PERPANJANGAN PENAHANA

ETUJUAN PENYITAAN, PENGGELEDAHAN,
N, DAN PENETAPAN DIVERSI)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Berkas Permohonan
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No Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Petugas | Staf Panmud Panitera KPN/ Persyaratan/ Waktu Output Ket.
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 Penerimaan - Permohonan 1 Permohonan
Permohonan L Tidak dan Menit terdapat
Online i Lampirannya pada aplikasi
2 Meneliti -Permohonan 10 Permohonan
Kelengkapan dan Menit Lengkap
Permohonan Ya ‘ lampirannya
-Checklist
kelengkapan
berkas
3 Membuat -Permohonan 15 Konsep
Penetapan - < lengkap Menit Penetapan
< -ATK
4 Mengkoreksi -Konsep 10 Penetapan
dan Ya Tidak penetapan Menit yang sudah
memaraf ’ diparaf oleh
konsep Panitera
penetapan Muda
5 Koreksi dan Ya -Penetapan 5 Penetapan
Paraf yang sudah Menit yang sudah
Penetapan ‘ diparaf oleh diparaf oleh
Panitera Muda Panitera
6 Menandatan -Penetapan 5 Penetapan
gani yang sudah Menit yang sudah
Penetapan - diparaf oleh ditandatang
Panitera Muda ani
dan Panitera
7 Mencatat -Penetapan 15 Tercatat
kedalam - yang sudah Menit kedalam
register ditandatangani Register
8 Pengiriman -Penetapan 10 Tanda Bukti
penetapan -Buku Ekspedisi | Menit Pengiriman
9 Penyimpana -Berkas 10 Arsip
n arsip Permohonan Menit Penetapan
penetapan D dan Penetapan
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